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Abstrak

Pasal 7 Ayat (4) huruf.d Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang.Perlindungan Konsumen.mengatur
kewajiban bagi pelaku.usaha yaitu menjamin mutu.barang dan/atau jasa.yang diproduksi dan/atau
diperdagangkan.berdasarkan ketentuan.standar mutu barang dan/atau.jasa yang.berlaku.  Namun pada
kenyataannya di Kota Langsa masih banyak pedagang di area sekolah SD Negeri 1 Langsa, SD Negeri 5
Langsa, SD Negeri 2 Meraundeh, dan SD Negeri 11 Langsa yang menjual jajanan untuk anak, seperti bakso
goreng, es warna-warni, cilok, siomay, sosis goreng, dan lain-lain tanpa menyertai lebel, tidak ada komposisi
dan nutrisi dalam kemasan yang menjamin mutu barang. Metode digunakan yuridis empiris. Hasil penelitian
menunjukkan, pengaturan hukum perlindungan konsumen terhadap jajanan anak di sekolah dasar diatur
pada Pasal 19.ayat (1) Undang-UndangxNomor 8 Tahun 1999 tentangxPerlindungan Konsumen yang
menyatakan pelakuxusaha bertanggung jawabxmemberikan gantixrugi atas kerusakan, pencemaran,
dan/atauxkerugian konsumen akibatxmengkonsumsi barang dan/atau jasa yangxdiperdagangkanxdan juga
peraturanxperundang-undangan lainnya yang memberi perlindungan khusus bagi siswa Sekolah Dasar yang
belum mampu membedakan jenis makanan sehat dengan yang tidak sehat, perlindungan hukum tersebut
menjadi tanggung jawab pemerintah, pihak sekolah, pelaku usaha, orang tua dan juga masyarakat.
Pelaksanaan perlindungan konsumen terhadap jajanan anak Sekolah Dasar belum berjalan dengan baik
karena masih banyak penjual jajanan yang tidak sehat di area sekolah dan pihak yang bertanggung jawab
belum menjalankan perannya dengan baik sehingga masih banyak penjual makanan jajanan di sekolah yang
tidak memenuhi standar kesehatan.

Kata Kunci: Pelaksanaan Perlindungan Konsumen, Jajanan Anak, Sekolah Dasar

Abstract

Article 7 Paragraph (4) letter d of Law Number 8 Year 1999 concerning Consumer Protection regulates the
obligations for business actors, namely to guarantee the quality of goods and / or services produced and / or
traded based on the provisions of the applicable quality standards for goods and / or services. But in reality in
Langsa City there are still many traders in the area of SD Negeri 1 Langsa, SD Negeri 5 Langsa, SD Negeri 2
Meraundeh, and SD Negeri 11 Langsa who sell snacks for children, such as fried meatballs, colorful ice,
peanut butter, siomay. , fried sausages, etc. without accompanying the label, there is no composition and
nutrition in the package that guarantees the quality of the goods. The juridical empirical method is used. The
results showed that the legal regulation of consumer protection for children's snacks in primary schools is
regulated in Article 19 paragraph (1) of Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection which states
that business actors are responsible for providing compensation for damage, pollution, and / or loss.
consumers due to consuming traded goods and / or services as well as other laws and regulations that
provide special protection for elementary school students who have not been able to distinguish between
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types of healthy and unhealthy foods, this legal protection is the responsibility of the government, schools,
business actors , parents and also society. The implementation of consumer protection for primary school
children's snacks has not been going well because there are still many unhealthy snack sellers in the school
area and those responsible have not carried out their roles properly so that there are still many street food
sellers in schools that do not meet health standards.

Keywords: Implementation Consumer Protection, Child Snacks, Elementary School

A. PENDAHULUAN

MenurutxPasal 1 angka 2xUndang-Undang Nomorx8xTahun 1999 tentang
PerlindunganxKonsumen, konsumenxadalah setiap orang pemakaixbarang dan/atau jasa
yangxtersedia dalamxmasyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain,
maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan. Ketika
konsumenxmemutuskan untuk membeli suatu barang atau produk dan jasa, maka
konsumenxselalu memikirkan dan menentukanxbarang yang akan dibeli.1

Konsumenxberpikir bagaimana denganxharganya, kegunaannya dan kualitasnya.
Dalam prosesxberpikir, mempertimbangkan, dan mempertanyakanxbarang
sebelum membeli, itulahxyang dinamakan perilakuxkonsumen. Dengan kata lain,
perilaku konsumenxmelibatkan pemikiran dan perasaanxyang mereka alami
sertaxtindakan yang mereka lakukan dalamxproses konsumsi.2

Konsumenxternyata tidak hanya dihadapkan padaxpersoalan lemahnya kesadaran
danxtindak-mengertian (pendidikan) merekaxterhadap hak-haknya
sebagaixkonsumen,3baik berpikir bagaimana denganxharganya dan kualitasnya.

Dalam prosesxberpikir, mempertimbangkan, danxmempertanyakanxbarang
sebelumxmembeli, itulah yang dinamakanxperilakuxkonsumen. Dengan kata lain,
perilaku konsumenxmelibatkan pemikiranxdanxperasaan yang mereka alami
sertaxtindakan yang merekaxlakukan dalamxproses konsumen. Mengartikan
konsumenxdalamxsecara sempit sepertixhanya sebagaiorang yang
mempunyaixhubungan kontraktualxpribabi (in privity of contract) dengan
produsen atauxpenjual  adalah caraxpendenifisi konsumen yang palingxsederhana4.

1M. Anang Firmansyah, Perilaku Konsumen (sikap dan pemasaran), Deepublish, Yogyakarta,
Tahun 2012, halaman 2.
2J. Paul Peter, Jerry C.Olson, Perilaku Konsumen Dan Strategi Pemasaran, Salemba Empat,
Jakarta, 2014, halaman 6
3Happy Susanto, Hak-Hak Konsumen Jika Dirugikan, Transmedia Pustaka, Jakarta , 2008,
halaman 3
4Celina Tri Siwi Kristiyanti, Hukum Perlindungan Konsumen, Sinar Grafika, Jakarta, 2008,
halaman 28.
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Hak Konsumen di atur dalam Pasal 4 ayat 1 huruf axUndang-Undang Nomor 8
Tahunx1999 tentangxPerlindungan Konsumenxhak atas kenyamanan, keamanan, dan
keselamatanxdalam mengkonsumsixbarangxdan/atau jasa.

Hak konsumenxmendapatkan keamanan dari barangxdan jasa yang
ditawarkanxkepadanya. Produk barang danxjasa itu tidak bolehxmembahayakan para
konsumenxapabila mengkonsumsinya sehinggaxkonsumen tidak dirugikan baik
secaraxjasmani maupunxrohani.

BerdasarkanxPasal 4 ayat 6 huruf fxUndang-UndangxNomor 8 Tahun
1999xtentangxPerlindungan konsumenxhak untuk mendapat pembinaanxdan pendidikan
konsumen. Konsumenxharus mencari informasi dahuluxmengenai barang yang
akanxdibelinya (simulusxambiguity). Oleh karena itu konsumenxharus mencari
informasixdahulu mengenai barang yang akan dibelinya (overxsearch). Setelah itu
konsumen memperolehxinformasi singkat mengenaixbarang yang akanxdibelinya
(attention), karenaxsebagian saja informasi tentangxbarang itu yang dapat diingat oleh
konsumenxtersebut.

Pelakuxusaha menurut Pasal 1 angka 3 Undang-UndangxNomor 8 Tahun 1999
tentang PerlindunganxKonsumen bahwa setiap orangxperorangan atau badanxusaha, baik
yang berbentuk badan hukumxmaupun tidak berbentukxbadan hukumxyang
didirikanxdan berkedudukan atauxmelakukan kegiatanxdalam wilayah hukum
NegaraxRepublik Indonesiaxbaik sendiri maupunxbersama-sama
melaluixperjanjianxmenyelenggarakan kegiatanxusaha dalam berbagai bidangxekonomi.

Kewajibanxpelaku usaha yaitu menjaminxmutu barangxdan/atau jasa yang
diproduksi dan/atauxdiperdagangkan berdasarkanxketentuan standarxmutu barang
dan/atau jasaxyang berlaku.5 Laranganxbagi pelaku usaha yangxberhubungan
denganxstandar yang diperdagangkannyaxtidak sesuai dengan mutu,xtingkatan,
komposisi,xproses pengolahan, gaya,xmode atau penggunaan tertentu
sebagaimanaxdinyatakan dalamxlabel, etiket, atauxketeranganxbarang dan/atau
jasaxtersebut.6

Di Kota Langsa banyakxpedagang jajanan anak-anak sekolahxyang tidak
memakai lebel, tidakxada komposisi dan nutrisixdalam kemasan karenaxjajanan yang di
jual berupa makanan tanpa kemasan, seperti donat yang tidak di kemas melainkan
ditempatkan pada tuperware, dan masih dijumpai para pedagang yang berjualan di daerah
sekolah SD Negeri 1 Langsa, SD Negeri 5 Langsa, SD Negeri 2 Meraundeh, dan SD
Negeri 11 Langsa yang menjual jajanan untuk anak, seperti bakso goreng, es warna-
warni, cilok, siomay, sosis goreng, dan lain-lain.

5Pasal 7 Ayat (4) huruf d Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
6Kwik Kian Gie, Hukum Bisnis Untuk Perusahaan Teori & Contoh Kasus, Kencana Media Group,
2005, halaman 225
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Menurut Suryani, jajanan-jajanan tersebut sangat menarik dan disukai oleh anak-
anak sekolah tanpa memikirkan resiko dari ketidakamanan mengkonsumsi jajanan
tersebut, orang tua dan juga guru sudah melarang siswa untuk mengkonsumsi jajanan
yang tidak sembarangan karena makanan tidak di kemas, dapat terkena debu dari jalan,
terhinggap lalat sehingga menyebabkan jajanan tersebut kotor dan bisa mengandung
kuman.7

Bahkan terdapat beberapa kasus siswa keracunan makanan dari akibat
mengkonsumsi jajanan yang tidak sehat. Menurut Rosdiana, anaknya pernah keracunan
setelah mengkonsumsi bakso cilok yang dijual area SD Negeri 11 Langsa. Anaknya
mengalami gejala pucat, lemas, mual dan pusing kepala.8 Selain itu, menurut Mawardi,
anaknya yang merupakan siswa SD Negeri 11 Langsa mengalami keracunan makanan
akibat mengkonsumsi es dan Bakso Cilok. Anaknya juga mengalami gejala pucat, lemas,
mual dan pusing kepala.9Terdapat juga kasus keracunan makanan yang dialami oleh
siswa SD Negeri 5 Langsa setelah mengkonsumsi jajanan mie yang dijual di kantin
sekolah, gejala yang dialami siswa tersebut yaitu muntah dan Pusing.10

Dari uraianxlatar belakangxdiatas, maka penulis tertarikxmelakukan
penelitianxterhadap kasus tersebutxdan membahasnya lebih lanjut dalamxbentuk skripsi
yang berjudul “Perlindungan Konsumen Terhadap Jajanan Anak Di Sekolah Dasar (Studi
Penelitian di Kota Langsa)”. Berdasarkanxlatar belakang masalahxyang telah
diuraikanxdi atas, makaxpermasalahan yang akan dibahas adalahxsebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan perlindungan konsumen terhadap jajanan anak sekolah dasar?

2. Bagaimana pelaksanaan perlindungan konsumen terhadap jajanan anak sekolah dasar?

B. METODE PENELITIAN

Penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini yaitu penelitian
yuridisxempiris, yaitu penelitianxlapangan (field research) melaluixserangkaian
wawancara lapangan dengan responden dan informan sebagai sumber data utama dan

7 Wawancara dengan Suryani, Orang Tua Siswa Guru SD Negeri 2 Meraundeh, pada tanggal 8
Juli 2020 (diolah)
8 Wawancara dengan Rosdiana, Orang Tua Siswa SD Negeri 11 Langsa, pada tanggal 8 Juli 2020
(diolah)
9 Wawancara dengan Mawardi, Orang Tua Siswa SD Negeri 11 Langsa, pada tanggal 8 Juli 2020
(diolah)
10 Wawancara dengan Cut Mutia, Orang Tua Siswa SD Negeri 5 Langsa, pada tanggal 8 Juli 2020
(diolah)
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penelitianxkepustakaan (library research) yang dilakukanxmelalui studi pustakaxsebagai
sumber dataxpelengkap.11

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pengaturan Hukum Perlindungan Konsumen Terhadap JajananxAnak di
SekolahxDasar

Pengaturan hukum perlindungan konsumen terhadap jajanan anak di Sekolah
Dasar yaitu:

1. Undang-UndangxNomor 8 Tahun 1999xtentang PerlindunganxKonsumen

Pasal 8 Undang-UndangxNomor 8 Tahun 1999 tentangxPerlindungan
Konsumenxmenyebutkan bahwaxpelaku usaha dilarangxmemproduksi dan/atau
memperdagangkanxbarang dan/atau jasa yang:

a. tidakxmemenuhi atau tidak sesuaixdengan standar yangxdipersyaratkan
danxketentuan peraturanxperundang-undangan;

b. tidak sesuai denganxberat bersih, isixbersih atau netto, dan jumlah dalam
hitunganxsebagaimana yang dinyatakanxdalam labelxatau etiketxbarang tersebut;

c. tidak sesuaixdengan ukuran, takaran, timbanganxdan jumlahxdalam
hitunganxmenurut ukuranxyang sebenarnya;

d. tidakxsesuai denganxkondisi, jaminan,xkeistimewaan atau kemanjuran
sebagaimanaxdinyatakanxdalam label, etiket atauxketerangan barang dan/atau
jasaxtersebut;

e. tidakxsesuai denganxmutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya, mode,
atauxpenggunaanxtertentu sebagaimanaxdinyatakanxdalam label atau
keteranganxbarang dan/atau jasaxtersebut;

f. tidakxsesuai dengan janjixyang dinyatakan dalamxlabel, etiket, keterangan, iklan
atauxpromosi penjualanxbarang dan/atau jasaxtersebut;

g. tidakxmencantumkanxtanggal kadaluwarsa atau jangkaxwaktu pengguna-
an/pemanfaatan yang palingxbaik atas barangxtertentu;

h. tidak mengikutixketentuan berproduksixsecaraxhalal, sebagaimana pernyataan
"halal"xyang dicantumkanxdalam label;

i. tidakxmemasang labelxatau membuatxpenjelasan barang yangxmemuat

11Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, Rineka Cipta, Jakarta,
2012, halaman 39.
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namaxbarang, ukuran, berat/isi bersihxatau netto, komposisi, aturan pakai,
tanggalxpembuatan, akibatxsampingan, nama danxalamat pelakuxusaha serta
keteranganxlain untuk penggunaanxyang menurut ketentuanxharus di
pasang/dibuat;

j. tidakxmencantumkan informasixdan/atau petunjukxpenggunaanxbarang dalam
bahasaxIndonesia sesuaixdengan ketentuanxperundang-undangan
yangxberlaku.12

Selanjutnya terkait tanggung jawabxpelaku usaha dalamxmemberikan ganti
rugixsebagai bentuk perlindungan terhadapxkonsumen disebutkan pada Pasal 19 Undang-
UndangxNomor 8 Tahunx1999 tentang PerlindunganxKonsumen yang menyatakan
bahwa:

(1) Pelakuxusaha bertanggungxjawab memberikanxganti rugixatas kerusakan,
pencemaran, xdan/atau kerugian konsumenxakibat mengkonsumsixbarang
dan/atau jasaxyangxdihasilkan atauxdiperdagangkan.

(2) Gantixrugi sebagaimanaxdimaksud pada ayatx (1) dapatxberupa
pengembalianxuang atau penggantianxbarang dan/atau jasaxyang sejenis atau
setaraxnilainya, atau perawatanxkesehatan dan/atauxpemberian santunan
yangxsesuai dengan ketentuanxperaturanxperundang-undangan yang berlaku.

(3) Pemberianxganti rugi dilaksanakanxdalam tenggangxwaktu 7 (tujuh) hari
setelahxtanggalxtransaksi.

(4) Pemberianxganti rugi sebagaimanaxdimaksud padaxayat (1) dan ayat (2)
tidakxmenghapuskanxkemungkinan adanyaxtuntutan pidanaxberdasarkan
pembuktianxlebihxlanjut mengenai adanyaxunsur kesalahan.

(5) Ketentuanxsebagaimana dimaksudxpada ayat (1) dan ayat (2) tidakxberlaku
apabilaxpelaku usaha dapatxmembuktikan bahwaxkesalahan tersebut
merupakanxkesalahanxkonsumen.13

Dan terkait penyelesaian sengketa melalui gugatan konsumen yang dirugikan
oleh pelaku usaha disebutkan pada Pasal 46xayat (1) Undang-Undang Nomor 8xTahun
1999 tentangxPerlindunganxKonsumen yang menyatakanxbahwa gugatan
atasxpelanggaran pelakuxusaha dapat dilakukanxoleh:

a. seorangxkonsumen yangxdirugikan atauxahli waris yangxbersangkutan;

b. sekelompokxkonsumenxyang mempunyaixkepentingan yangxsama;

c. lembagaxperlindungan konsumenxswadaya masyarakatxyang memenuhi syarat,

12 Lihat Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
13 Lihat Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
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yaituxberbentuk badanxhukum atauxyayasan, yang dalamxanggaran dasarnya
menyebutkanxdengan tegasxbahwa tujuanxdidirikannya organisasixtersebut
adalah untukxkepentingan perlindunganxkonsumen dan telahxmelaksanakan
kegiatanxsesuaixdengan anggaranxdasarnya;

d. pemerintahxdan/atau instansixterkait apabilaxbarang dan/atauxjasa yang
dikonsumsixatau dimanfaatkan mengakibatkanxkerugian materixyang besar
dan/atauxkorban yang tidakxsedikit.14

Selain itu Pasal 61 ayat (1) xUndang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang
PerlindunganxKonsumen juga mengaturxketentuan pidana terhadapxpelaku usaha yaitu
“Pelakuxusaha yang melanggar ketentuanxsebagaimana dimaksudxdalam Pasal 8, Pasal
9, Pasal 10, Pasal 13 ayat (2), Pasal 15, Pasal 17 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf
e, ayat (2), dan Pasal 18 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahunxatau
pidana dendaxpaling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah)”.

Darixuraian di atasxdapatxdisimpulkan bahwaxUndang-Undang Nomor 8 Tahun
1999xtentangxPerlindunganxKonsumen merupakanxpengaturan hukum yang
palingxmendasar terhadap upayaxperlindunganxkonsumen. Dalam hal ini bagi
siswaxyang menjadi korban mengkonsumsixmakanan dari pelakuxusaha yang tidak
mematuhixstandarxmutu untuk menjaminxkesehatanxkonsumen.

2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Pasal 48 huruf g Undang-UndangxNomor 36 Tahun 2009 tentang
Kesehatanxmenyebutkan salah satuxupaya pemerintah adalahxkesehatan sekolah yang
selanjutnyaxdengan lengkap dituangkanxdalam Pasal 79 butir 1 Undang-Undang
Nomorx36 Tahun 2009 tentang Kesehatanxyang menyatakanxkesehatan
sekolahxdiselenggarakan untuk meningkatkanxkemampuan hidupxsehat peserta didik
dalamxlingkungan hidup sehatxsehingga peserta didikxdapat belajar, tumbuh,
danxberkembang secara harmonisxdan setinggi-tingginyaxmenjadi sumberxdaya
manusiaxyang berkualitas.15

Dari uraian di atas dapat disimpulkanxbahwa siswa yang jatuhxsakit akibat
mengkonsumsixjajanan yang tidak sehatxmaka menjadi tanggungxjawab sekolah. Dalam
hal ini, pemerintahxmemiliki tanggung jawab untukxmeningkatkan fasilitas kesehatanxdi
Sekolah Dasar. Fasilitasxkesehatan yang lengkap menjadixsalah satu upaya
perlindunganxhukum terhadap siswaxsebagai konsumen yang mengkonsumsixjajanan
yang tidak sehat.

3. Undang-UndangxNomor 35 Tahun 2014 tentangxPerubahanxUndang-Undang
Nomor 23 Tahun 2002xtentang PerlindunganxAnak.

14 Lihat Pasal 46 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
15 Lihat Pasal 48 huruf g Undang-UndangxNomor 8 Tahun 1999 tentangxPerlindungan Konsumen
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Salahxsatu elemenxterpenting dalam komunitasxsekolah adalahxpeserta
didikxdan orang tuaxmurid. Hubunganxpeserta didikxdan orangxtuaxmurid adalah
hubunganxorang tuaxdan anak. Orang tuaxberhak menyekolahkanxanaknya di
lingkunganxyang sehat. Dalam Pasal 9 Undang-UndangxNomor 35 Tahun 2014 tentang
PerubahanxUndang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentangxPerlindungan Anak
disebutkanxbahwa setiap anakxberhak memperolehxpendidikan dan pengajaran
dalamxrangka pengembangan pribadinyaxdan tingkatxkecerdasannya sesuai
denganxminat dan bakatnya.16

Dari uraianxdi atas dapatxdisimpulkan bahwaxselain haknya sebagai konsumen,
siswa yang mengalami sakit atau dirugikan oleh pelaku usaha jajanan di lingkungan
sekolah juga mendapatkan perlindungan hukum dari Undang-Undang Perlindungan
Anak. Hal ini penting untuk memastikan orang tua dan juga pihak sekolah menjalankan
perannya dengan baik untuk menjaga siswa dari mengkonsumsi jajanan yang tidak sehat.

4. Undang-UndangxNomor 11 Tahun 1962 tentangxHygiene untukxUsaha-usaha
BagixUmum.

Adapun tujuanxdan maksudxundang-undang inixsesuai dengan Pasal 1 Undang-
Undang Nomorx11 Tahun 1962 tentang Hygiene untukxusaha-usaha Bagi Umum yaitu
untukxmelindungi, memelihara, danxmempertinggixkesehatan masyarakatxyang
mempergunakanxtempat atau hasilxusaha-usahaxbagi umum. Arti dari usaha-usahaxbagi
umum adalah usaha-usahaxyang dilakukanxbadan-badan pemerintah, swasta,xmaupun
perseoranganxyang menghasilkan sesuatuxuntuk atau yang langsungxdapat dipergunakan
oleh umum.17

Uraian di atasxmenunjukkan bahwaxpelaku usaha harus memiliki tanggung
jawab yang besar terhadap jajanan yang dijual secara umum. Dalam hal ini pelakuxusaha
bertanggung jawabxpenuh bagi jajanan yangxdijual untuk siswa Sekolah Dasar.

5. Undang-UndangxNomor 18 Tahun 2012xtentangxPangan.

Pangan merupakanxnama lain darixmakanan. Dalam konsideranxundang-undang
ini sangat jelasxdisebutkan:

a. BahwaxPangan merupakan kebutuhanxdasar manusia yangxpemenuhannya
menjadixhak asasi setiapxrakyat Indonesiaxdalam mewujudkanxsumber daya
manusia yangxberkualitas untuk melaksanakanxpembangunan nasional.

b. Bahwaxpangan yang aman,xbermutu, xbergizi, beragam, dan tersediaxsecara
cukup merupakanxprasyarat utama yang harusxdipenuhi

16 Lihat Pasalx9 Undang-UndangxNomor 35 Tahun 2014xtentang Perubahan Undang-Undang
Nomor 23xTahun 2002 tentangxPerlindungan Anak
17 Lihat Pasal 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1962 tentang Hygiene
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dalamxupayaxterselenggaranyaxsuatu sistem pangan yangx memberikan
perlindunganxbagi kepentinganxkesehatan serta makinxberperan dalam
meningkatkanxkemakmuranxdan kesejahteraanxrakyat.

c. Bahwaxpangan sebagai komoditasxdagang memerlukanxdukungan sistem
perdaganganxpangan yang jujur danxbertanggung jawabxsehingga tersedia
panganxyang terjangkau oleh dayaxbeli masyarakatxserta turut berperan dalam
peningkatanxpertumbuhan ekonomixnasional.

Dari ketentuan di atas dapat disimpulkan bahwa sistem perdagangan pangan
harus dilaksanakan dengan jujur dan bertanggung jawab terhadap barang dagangannya
sebagai bentuk perlindungan konsumen. Selain itu, pangan yang aman, bermutu, bergizi
merupakan prasyaratxutama yang harusxdipenuhi oleh pelakuxusaha dalam upaya
terselenggaranyaxsuatu sistem panganxyang memberikanxperlindunganxbagi
kepentinganxkesehatan masyarakat.

6. Peraturan PemerintahxNomor 28 Tahun 2004xtentang Keamanan, Mutu dan Gizi
Makanan.

DalamxPeraturan PemerintahxNomor 28xTahun 2004 tentangxKeamanan,
Mutuxdan GizixMakanan ini, pemerintahxcukup jelas mengatakanxbahwa salah satu
faktorxyang dapat meningkatkanxkecerdasan dan pertumbuhanxyang baik adalah
denganxmengkonsumsi makanan danxminuman yang aman, bermutu, bergizi.

Dari ketentuanxtersebut dapat diketahui bahwa pemerintahxmenekankan
keharusan setiapxorang untuk mengkonsumsixmakanan dan minumanxyang aman,
bermutu, bergizixguna meningkatkan kecerdasan danxpertumbuhan yang baik. Oleh
karena itu, menjadi suatuxkewajiban bagi pelaku usaha untuk menjualxjenis makanan dan
minumanxyang aman, bermutu dan bergizi untukxmemenuhi kebutuhanxmasyarakat
khususnyaxsiswa yang masih belum mampuxmembedakan makanan yang baikxatau
tidak.

7. Peraturan PemerintahxNomorx19 Tahun 2005 tentang StandarxNasional Pendidikan.

Pada Pasal 2 butir 1 huruf e PeraturanxPemerintah Nomorx19 Tahun 2005
tentang StandarxNasional Pendidikanxdisebutkan bahwa ruangxlingkup standar nasional
pendidikanxsalah satunya adalah tentangxstandar saranaxprasarana. Saranaxprasarana
yang terkait denganxpenelitian ini adalah standarisasixruang kantin. Pasal 42 butir 2
PeraturanxPemerintah Nomor 19xTahun 2005 tentang StandarxNasionalxPendidikan
menyebutkanxbahwa “Setiap satuanxpendidikan wajibxmemiliki saranaxprasarana yang
dimaksud”.18

Dari uraian di atas dijelaskan bahwa sekolah yang baik mestinya menyediakan

18 Lihat Pasal 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1962 tentang Hygiene
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kantin bagi siswa untuk membelixjajanan. Jajanan yangxdijual di kantin sekolahxlebih
mudah diawasi dari penjual jajanan yang ada di sekitar lingkungan sekolah.
Kantinxmerupakan tempatxmenjajakanxmakanan yang terletak dixdalam sekolah.
Setiapxsatuan pendidikanxseharusnyaxmengetahui kualitasxmakanan yang di jual di
kantin tersebut.

Pengaturan hukum perlindungan konsumen terhadap jajanan anak di sekolah
dasar tidak hanya diatur dalam Undang-UndangxNomorx8 Tahun 1999
tentangxPerlindungan Konsumenxtetapi juga banyak peraturan perundang-undangan
lainnya yang mengatur perlindungan hukum khususnya bagi siswa Sekolah Dasar yang
masih dalam kategori anak di bawah umur yang tidak mampu membedakan jenis
makanan sehat dengan yang tidak sehat. Oleh karena itu, perlindunganxhukum terhadap
mereka tidak hanyaxmenjadi tanggungxjawab pemerintahxtetapi juga pihak sekolah dan
juga masyarakat khususnya yang menjual makanan di lingkungan sekolah.

8. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1997 tentangxProgram Makanan
TambahanxAnak Sekolah.

AlasanxPresiden mengeluarkan Instruksi PresidenxNomor 1 Tahunx1997
tentangxProgram MakananxTambahan Anak Sekolah tersebut dapatxditelusuri dalam
konsideranxsebagai berikut menimbang:

a. bahwa dalamxrangka mendukung ProgramxWajib BelajarxPendidikan
DasarxSembilanxTahun melaluixpeningkatan gizxdan kesehatanxsiswa Sekolah
Dasar/MadrasahxIbtidaiyah (SD/MI) xnegeri danxswastaxperlu
diselenggarakanxprogram khusus.

b. bahwaxprogram khusus dimaksud adalahxProgram MakananxTambahan Anak
Sekolahx (PMT-AS) yang bersifatxlintas sektoralxdan saling mendukung
denganxprogram lainnya yangxterkait.

c. bahwaxProgram MakananxTambahanxAnak Sekolah (PMT-AS) itu akan
melibatkanxberbagai instansixpemerintah dan masyarakatxyang dalam
penyelenggaraannyaxdiperlukan keserasianxdan keterpaduanxlangkah.

d. bahwaxberhubung denganxhal-hal seperti tersebutxdi atas, dipandang perlu
mengeluarkanxInstruksi Presidenxtentang ProgramxMakananxTambahan
AnakxSekolah (PMT-AS) yang selanjutnyaxdisebut INPRESxPMT-AS.

Dalamxlampiran Instruksi PresidenxNomor 1 Tahun 1997xtentang Program
Makanan TambahanxAnak Sekolah tersebut Presidenxjuga menjelaskan bahwa tujuan
adanyaxprogram tambahan makananxtambahan anakxsekolah antara lain:

1) TujuanxUmum

Meningkatkanxketahanan fisikxsiswa SD/MI negeri danxswasta melalui
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perbaikanxkeadaan gizi dan kesehatanxsehingga dapatxmendorongxminat
danxkemampuan belajarxanak untuk meningkatkanxprestasi dalamxrangka
menunjangxtercapainya Program WajibxBelajar PendidikanxDasar
SembilanxTahun.

2) TujuanxKhusus

a) Meningkatkanxkeadaan gizixsiswaxSD/MI negeri dan swasta,
meningkatkanxminat belajar siswa, mengurangixabsensi siswa dan tinggal
kelas serta mengurangi jumlah anak yang putus sekolah.

b) Mendukungxprogramxdiversifikasi pangan denganxmenanamkan sikap
danxperilaku menyukaixmakanan jajanan setempatxdalam rangka
pelaksanaanxgerakan Aku CintaxMakanan Indonesiax (ACMI) yang
dimulaixpada usia dini.

c) Menanamkanxkebiasaanxmakan yang baik serta kebiasaanxhidup bersih
danxsehat sejak anak-anak untuk menumbuhxkembang-kanxperilaku hidup
sehatxdidukung oleh sanitasixlingkungan yang baik.

d) Mendorongxperkembangan ekonomixrakyat melaluixpemanfaatan produk
pertanianxsetempat, untuk digunakanxdalam PMT-AS, Bagi desa IDT
diutamakanxagar PMTAS menggunakanxhasil produksi
KelompokxMasyarakat (POKMAS) program IDT.

e) Mendorongxperan serta aktifxmasyarakat dalam pelaksanaan
pendidikanxanak dengan memperhatikan keadaanxgizi dan kesehatannya,
sehinggaxapabila bantuanxpemerintah selesai, masyarakat mauxdan mampu
melanjutkan danxmelestarikan PMT-AS ini atas swadayaxmasyarakat
sendiri.

Dari uraianxdi atas dapatxdisimpulkan bahwa pemerintah dalam menjalankan
perannya untuk melindungi konsumen khususnya siswa Sekolah Dasar yang belum
mampu memilih sendiri makanan yang baik untuk kesehatan dan meningkatkan
kecerdasannya. Program-program  seperti di atas sangat penting untuk meningkatkan
kepedulian pihak sekolah dan juga masyarakat khususnya siswa yang masih berada di
Sekolah Dasar. Karena itu, sangat diharapkan pihak masyarakat khususnya pelaku usaha
jajanan sekolah untuk dapat menjaga makanan dan minuman yang baik untuk dibeli oleh
siswa yang masih di bawah umur.

9. PermenkesxRI No.239/Men.Kes/Per/V/1985 tentangxZat Warna Tertentu
yangxDinyatakan Sebagai BahanxBerbahaya.

Globalisasixyang melandaxdi seluruh juga mempengaruhixkualitas makananxdan
minumannya. Kualitasxdapat berarti rasaxdan kandunganxzat dan gizinya. Makaxdari



Jurnal Ilmiah Mahasiswa P - ISSN : 2716-1951

MEUKUTA ALAM E- ISSN : 2747-0849
Volume 2, Nomor 2, Desember 2020
http://jim.unsam.ac.id/index.php/Meukutaalam

212

ituxmenteri kesehatan.dalam peraturannyaxmengatakan bahwa alasanxutama
dikeluarkanxPermenkes adalah masyarakat berhakxdilindungi dari zat-zat
berbahayaxyang kemungkinan ada dalamxmakanan dan minumanxtertentu dan akan
membahayakanxkesehatannya. Oleh karena.itu dalam Permenkes.ini pemerintahxmelalui
menteri kesehatan mengeluatkanxaturan atau kriteria zat-zat warna makananxmana
saja.yang dikategorikanxberbahaya bagixkesehatan.19

Dari.uraian permenkes di atas dapat.disimpulkan bahwa.pelaku usaha jajanan
anak siswa Sekolah Dasar untuk menghindari penggunaan zat-zat pewarna makanan atau
zat tertentu yang memiliki kandungan berbahaya yang dapat berdampak buruk bagi
kesehatan orang yang mengkonsumsinya. Oleh karenanya bagi pelaku usaha jajanan anak
sangat diharapkan untuk menghindari penggunaan zat berbahaya tersebut demi mencari
keuntungan yang besar.

10. Kepmenkes.No.942/MENKES/SK/VII/2003 tentang.Pedoman Persyaratan
Hygiene.Sanitasi Makanan.Jajanan.

Salah satuxpertimbangan pemerintahxkhususnyaxyang dalamxhal ini menteri
kesehatanxadalah bahwa masyarakat perluxdilindungi dari makanan dan minumanxyang
tidak memenuhi persyaratanxkesehatan agar tidakxmembahayakan kesehatannya. Contoh
komunitasxmasyarakat adalah lingkunganxsekolah yang didalamnyaxada para peserta
didik yang merupakanxgenerasi penerus bangsa.

Dari ketentuan di atas, pemerintah melalui menteri kesehatan mengingatkan
bahwa pelaku usaha jajanan siswa Sekolah Dasar yang menjual makanan dan minuman
agar mematuhi persyaratan kesehatan yang terangkum dalam kriteria yang telah
ditetapkan sebagai makanan dan minuman yang sehat, bermutu dan memberikan gizi agar
tidak membahayakan kesehatan.

11. KepmenindagxNo.634/MPP/Kep/9/2002 tentangxKetentuan dan TataxCara
PengawasanxBarang dan/Jasa yang Beredarxdi Pasar.

Kementrianxindustri dan perdaganganxpada tahun 2002 mengeluarkan
ketentuanxtentang pengawasanxbarang dan atau jasa yangxberedar di pasar. Pasal 3
KepmenindagxNo.634/MPP/Kep/9/2002 tentangxKetentuan dan Tata Cara
PengawasanxBarang dan/Jasa yangxBeredar di.Pasarxmenyebutkanxruang lingkup
pengawasanxadalah peredaranxproduk dalam maupunxluar negeri. Pengawasan
tersebutxdilakukan olehxpemerintah, masyarakatxdanxLembagaxPerlindungan
KonsumenxSwadayaxMasyarakat (LPKSM).20

19 Lihat Pasal 42 butir 2 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional
Pendidikan
20 Lihat Pasal 3 Kepmenindag No.634/MPP/Kep/9/2002 tentang Ketentuan dan Tata Cara
Pengawasan Barang dan/Jasa
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Dari uraianxdi atas dapatxdisimpulkan bahwa pengaturan hukum
perlindunganxkonsumenxterhadap jajanan anak di sekolah dasar tidak hanya diatur dalam
Undang-UndangxNomor 8 Tahun 1999 tentangxPerlindungan Konsumenxtetapi juga
banyak peraturan perundang-undangan lainnya yang mengatur perlindungan hukum
khususnya bagi siswa Sekolah Dasar yang masih dalam kategori anak di bawah umur
yang tidak mampu membedakan jenis makanan sehat dengan yang tidakxsehat. Oleh
karena itu, perlindunganxhukum terhadap mereka tidakxhanya menjadi tanggung
jawabxpemerintah tetapi juga pihak sekolah dan juga masyarakat khususnya yang
menjual makanan di lingkungan sekolah.

2. Pelaksanaan Perlindungan Konsumen Terhadap Jajanan Anak Sekolah
Dasar

MenurutxUndang-Undang Nomor 8 Tahunx1999 tentangxPerlindungan
Konsumen, pelakuxusaha wajib menjaminxmutu barangxdan/atau jasa yang
diproduksixdan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuanxstandar mutu barang
dan/atau jasa yangxberlaku. Sementara itu, konsumenxberhak untukxmemilih
barangxdan/atau jasa serta mendapatkanxbarangxdan/atau jasaxtersebutxsesuai
denganxnilai tukarxdan kondisi serta jaminanxyang dijanjikan.

Terkaitxpersoalan jajanan anak SekolahxDasar, siswa sebagaixkonsumen jajanan
berhak untukxmendapatkan jajanan yang bersihxdan sehat. Apabila siswa sebagai
konsumenxjajanan tersebut mengalamixkeracunan, mereka berhak
mendapatkanxperlindungan hukum danxtanggung jawab dari pelakuxusaha yang
menjualxjajanan tersebut.

Namun pada kenyataannya di Kota Langsa masih banyak pedagang di area
sekolah SD Negeri 1 Langsa, SD Negeri 5 Langsa, SD Negeri 2 Meraundeh, dan SD
Negeri 11 Langsa yang menjual jajanan untuk anak, seperti bakso goreng, es warna-
warni, cilok, siomay, sosis goreng, dan lain-lain tanpa menyertai lebel, tidak ada
komposisi dan nutrisi dalam kemasan yang menjamin mutu barang sebagaimana
diwajibkan dalam Undang-UndangxNomor 8 Tahunx1999 tentang
PerlindunganxKonsumen.

Jajananxyang dijual tanpa adaxjaminan mutuxbarang seperti makanan yang tidak
adaxkemasan, seperti donatxyang ditempatkan padaxtuperware, dan makanan
tersebutxsangat menarik dan digemarixoleh anak-anak sekolah sehingga tidak
memikirkanxresiko dari ketidakamananxmengkonsumsi jajananxtersebut. Dalam hal ini
menurut Syahriwani, guru sudah mengupayakan dengan memberi arahan kepada siswa
Sekolah Dasar untuk tidak sembarangan membeli jajanan karenaxmakanan yang
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tidakxdikemas karenaxdapat terkena debu darixjalan dihinggapixlalat sehingga tidak
menyehatkanxdan tidak baik untuk dikonsumsi.21

Menurut Iskandar, di SD Negeri 11 Langsa tahun 2018 pernah ada kasus 9 siswa
keracunanxmakanan dari akibat mengkonsumsixjajanan yang tidak sehat. Setelah
diselidikixoleh pihak sekolah merekaxkeracunan setelah mengkonsumsi buburxsumsum,
es dan bakso cilok yang dijual area sekolah. Para siswa tersebut mengalamixgejala pucat,
lemas, mual dan pusingxkepala. Namun pihak sekolah hanya memperingatkan para siswa
untuk berhati-hati dalam memilih jajanan yang ingin dikonsumsi serta meminta para
penjual untuk menjaga kebersihan jajanan yang mereka jual untuk para siswa.22 Menurut
Andi, es dan bakso cilok memang menjadi jajanan favorit siswa SD Negeri 11 Langsa.
Banyak siswa yang membelinya pada saat jam istirahat.23

Begitu juga yang terjadi di SD Negeri 5 Langsa pada tahun 2019, menurut Cut
Mutia terdapat kasus keracunan makanan pada siswa SD Negeri 5 Langsa setelah
mengkonsumsi jajanan mie yang dijual di kantin sekolah, gejala yang dialami siswa
tersebut yaitu muntah dan Pusing.24 Menurut Renie, setelah kejadian keracunan tersebut
banyak siswa yang tidak lagi membeli jajanan di kantin sekolah dan memilih membawa
bekal dari rumah.25 Menurut Nurlina, pemilik kantin meminta maaf kepada orang tua
korban dan berjanji akan lebih menjaga kebersihan dari jajanan yang dijualnya untuk
siswa di area sekolah.26

Menurut Muhammad Azhar, makanan yang dibeli dan dikonsumsi oleh para
siswa dixsekolah tidakxhanya berada di kantinxnamun juga ada yangxdijajakan di luar,
seperti di depanxpagar sekolah. Makananxdi luarxsekolah itulah yang sulitxdikontrol,
sebab para penjual dapat berganti setiapxharinya denganxkualitasxyangxberbeda.27

Menurut Pri Wahyudi, meskipun ada beberapa siswa yang memilih membawa bekal dari
rumah untuk makan di sekolah, namun masih banyak juga siswa yang membeli jajanan di
sekolah. Meskipun ada bekal yang dibawa ke sekolah membeli jajanan tetap menjadi hal
yang menyenangkan bagi siswa.28

Menurut Yudi Widyansa, meskipunxberada di luar, pihak sekolahxtidak
bolehxmengurangi kepeduliannya terhadapxkualitas makanan pesertaxdidiknya. Baikxdi

21 Wawancara dengan Syahriwani, Guru SD Negeri 1 Langsa, pada tanggal 6 Juli 2020 (diolah)
22 Wawancara dengan Iskandar, Guru SD Negeri 11 Langsa, pada tanggal 6 Juli 2020 (diolah)
23 Wawancara dengan Andi, Siswa SD Negeri 11 Langsa, pada tanggal 6 Juli 2020 (diolah)
24 Wawancara dengan Cut Mutia, Orang Tua Siswa SD Negeri 5 Langsa, pada tanggal 8 Juli 2020
(diolah)
25 Wawancara dengan Renie, Siswa SD Negeri 5 Langsa, pada tanggal 8 Juli 2020 (diolah)
26 Wawancara dengan Nurlina, Guru SD Negeri 5 Langsa, pada tanggal 6 Juli 2020 (diolah)
27 Wawancara dengan Muhammad Azhar, Guru SD Negeri 2 Meraundeh, pada tanggal 6 Juli 2020
(diolah)
28 Wawancara dengan Pri Wahyudi, Siswa SD Negeri 2 Meraundeh, pada tanggal 6 Juli 2020
(diolah)
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dalam maupunxdi luar sepanjang masihxberada di lingkunganxsekolah tetap
merupakanxtanggung jawab satuan pendidikanxyang bersangkutan. Menurutnya
adaxbeberapa potensi masalahxyang dapat ditimbulkanxdari makananxsekolah, seperti
pemanis buatan dibuat secara berlebihan, bahan pewarnaxberbahaya untukxmakanan
sepertixrhodamin B (untukxwarna merah) dan methanilxyellow (untuk warnaxkuning),
dan juga bahanxmakanan berbahaya seperti boraksxatauxformalin.29

Menurut Muhammad, potensi masalah yang dapat ditimbulkan dari
mengkonsumsi jajanan sekolah tidak hanya bersumber dari penjual tetapi juga ada
kemungkinan bersumber dari konsumen itu sendiri. Misalnya dalam hal higienitas, tentu
menjadi tidak baik apabila siswa tidak mencuci tangan sebelum makan, dan juga dalam
hal  sanitasi dimana tidakxada airxbersih hinggaxmemicu pencemaranxmikroba danxzat
kimia.30

Selainxpemerintah, sekolahxyang merupakanxlembaga publikxjuga
berkewajibanxmenghindarixterjadinyaxkeracunanxmakanan. Upaya yang di-
lakukanxdapat berupaxsosialisasi tentang makanan sehatxbekerjasama dengan
lembagaxterkait, seperti DinasxKesehatan, Badan POMxatau Dinas perdagangan pada
DirektoratxPemberdayaan Konsumen, penyuluhanxtentangxtempat menjual
makananxyang bersihxdanxkampanye ”mencuci tangan sebelum makan”. Kegiatan-
kegiatan tersebutxharus diikutixoleh seluruh elemenxsekolah termasuk juga para penjual
makananxtersebut. Berdasarkan PeraturanxPemerintah Nomor 28 Tahun 2004
tentangxKeamanan Mutuxdan Gizi Panganxditentukan bahwa keamananxpangan adalah
kondisixdanxupayaxyang diperlukan untukxmencegah pangan dari
kemungkinanxcemaran biologis, kimia, dan benda lain yangxdapat mengganggu,
merugikan danxmembahayakan kesehatanxmanusia. Selanjutnya persyaratanxkeamanan
panganxyaitu standar danxketentuan-ketentuan lain yang harusxdipenuhi untuk
mencegahxpangan dari kemungkinanxadanya bahaya, baik karenaxcemaran biologis,
kimiaxdanxbenda lain yangxdapatxmengganggu, merugikanxdan
membahayakanxkesehatanxmanusia.

Darixuraian di atas dapatxdisimpulkan bahwa pelaksanaanxperlindungan
konsumen terhadap jajanan anak Sekolah Dasar masih tidak optimal dan belum berjalan
sebagaimana yang diharapkan. Para pihak yang terkait dan memiliki tanggung jawab
seperti penjual jajanan orang tua dan juga pihak sekolah masih belum menjalankan
perannya dengan baik untuk mencapai tujuan perlindungan konsumen khususnya siswa
Sekolah Dasar yang tidak mampu memilih makanan yang baik untuk dikonsumsi
sehingga masih ditemui penjual jajanan yang tidak baik dikonsumsi di area sekolah dan

29 Wawancara dengan Yudi Widyansa, Kabid Pengendalian Penyakit Penyehatan Lingkungan
(P2PL) Dinas Kesehatan Kota Langsa, pada tanggal 8 Juli 2020 (diolah)
30 Wawancara dengan Muhammad, Pegawai Dinas Pendidikan Kota Langsa, pada tanggal 8 Juli
2020 (diolah)
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bahkan di beberapa sekolah terdapat kasus keracunan makanan akibat siswa

mengkonsumsi jajanan yang tidak sehat.

D. KESIMPULANx

Berdasarkanxpembahasan yang berkaitan denganxpermasalahan maka dapat
ditarikxkesimpulanxsebagai berikut:

1. Pengaturan hukum perlindungan konsumen terhadap jajanan anak di sekolah dasar
diatur pada Pasal 19 ayatx (1) Undang-Undang Nomorx8 Tahun 1999 tentang
PerlindunganxKonsumen yang menyatakan pelaku usaha bertanggungxjawab
memberikanxganti rugi atasxkerusakan, pencemaran, dan/atau kerugianxkonsumen
akibat mengkonsumsixbarang dan/atau jasa yang diperdagangkanxdan juga
peraturan perundang-undangan lainnya yang memberi perlindungan khusus bagi
siswa Sekolah Dasar yang belum mampu membedakan jenis makanan sehat dengan
yang tidak sehat, perlindungan hukum tersebut menjadi tanggung jawab pemerintah,
pihak sekolah, pelaku usaha, orang tua dan juga masyarakat.

2. Pelaksanaan perlindungan konsumen terhadap jajanan anak Sekolah Dasar
belumxberjalan denganxbaik karena masih banyakxpenjual jajanan yangxtidak sehat
di area sekolah dan pihak yang bertanggung jawab belum menjalankan perannya
dengan baik sehingga masih banyak penjual makanan jajanan di sekolah yang tidak

memenuhi standar kesehatan.
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